PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/15 /Pem-CBY /2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NA GARI KOTO BARU KOTO BERAPAK

Membaca

Menimbang :

KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BAYANG,

Surat Wali Nagari No. 141/08/WN.KB.Kbp/1/2020 Tanggal 20 Januari
2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNagari Koto Baru Koto
Berapak Tahun Anggaran 2020;

. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat
menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja(APB)Nagari dalam satu tahun anggaran ;

. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksuddalam huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;

bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk
menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan
RKP Nagari;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APB) Nagari;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf - a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan
Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.  Tahun
2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati
kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;
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Undanp-Undang Nomor 12 Tahun 1958 Tentang Pembantulean
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daarah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomar 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah
Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
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Menten Keuagan Nomor 50/PMK 07/2017 lentang Pengelalaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Proritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagan,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39Tahun 2019 Tentang
Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari,
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagar yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagar Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

* PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI
KOTO BARU KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANGKABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;

‘ Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB) Nagaridi Kecamatan Bayang Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
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Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU
adalah KOTO BARU KOTO BERAPAK

* Rancangan Peraluran Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera
menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan
Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paing
lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

* Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal: 27 Januari 2020

736 %i

BAYANG,

Tembusan di sam aikan kepada Yth:

NN

Bupati Pesisir Selatan di Painan,
Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisit Selatan di Painan,

Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Kepala Bappeda Kabupaten

Kepala Bagian Huku
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Pesisir Selatan di Painan;
m Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan,

___-——-—4
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Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan

segera, tenma kasih.

Pasar Baru, 2

7 Januari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGAR PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO NAMA JABATAN
1. | ILHAM R. PUTRA, S.STP CAMAT
{
<
2 | AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM | SEKRETARIS KECAMATAN
3. | SYAFRIANTO, SE, MM KASI PEMERINTAHAN
4. | ETNELITA, SH KASI PEMBERDAYAAN %
MASYARAKAT DAN PEMB '
5. | NOFRIYON KASI PELAYANAN ‘\% P
AN
6. | DONI ARIADI STAF
7. | HENDRA WEDI, ST STAF
I /
/
8. | DODI ERMANTO, SP PENDAMPING DESA /M
9. | INDRA PAINATA PENDAMPING DESA g IJY)
"\
10. | LINDA ERAWATI, A.Md %’//\

PENDAMPING DESA é
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NMARIL EVALUAST AWAL
RAN(‘AHDAN ANOOARAN PENDAPATAM & RELAMIA
NAOARI KOTO BARU KOTO RERAFAR
TANUM ANOOARAN 2020

ALGGANAN

‘i— . AlnMeg & or Poane ]
! CHRAIAN BELANJA - ! A AL i

0| : z "y ] l

2 N : 3 ! e niiicniaac]

3] VENDAPATAN ramoeedtreo| |
* §

"’r«nd-rl"‘_{“_")-‘i‘"‘ - |
ﬁ,’.‘; lsahin -]

3 11asil Gotong RoYODs Masyarakat - {
\!7 Tain lain Pendapatan Nagari Yang Sal l

1 | Evalunsl [
. TATAN ASLI NAGARI

| [ TIDAK ADA ?f"‘:’" 1.365,083.100.00 |
Pendapatan Tranfer 872.210.062),00
1. Dana l)r.\n/r\inﬂﬂ“ t 13,452,600,
2. Bagt hasil Pajak l)alrtlil“l — 2.077.700,00

B [3. Bagi Hasil ”c"ﬂ”m,l ik 2.941.000,(0)

7. Tengembalian PEB P2 .
5. Bantuan keungan Kbusus 465.373,900,00
- Sana Desa/Nagari e -

;' "l;k“"‘ l“:l‘l <adapatan Nagart sumber Dana PBH, ADD dan DD dengan Jumiab Rp. 1.363.083.100

asll Eval :
Fendspatan Lain-Laln : - ~ _l .
1. Hibah S8umbangan Pihak Ketiga
2. LainLain Pendapatan Nagari Yang Sah
Hasil Evaluasi @
= e T R P TR L T AR IR A TR ~1.378.969.341,17

15D ANG PERYELENGOARAAN PEMERINTAH NAGART _ — 476.900.086,17
1. lvnghasilan Tetap dan Tumangan 406.500.000,00
a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat 256.800.000,00 ADD
b, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat 79.200.000.00 ot
= Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari 68.700.000,00 ALt
& Insenuf Register Nagari 1.800.000,00 ADD

ADD
Hasll Evaluasl :
Q.WHSIWW 45 . FTA & TR g Wt P04 A l oLy ~,—':.t0.000.000.00] T:ADDIPBH;
Hasil Evaluasi @
3. Operasional BAMUS Nagani .~ T .. 15.000.000,00] ADD/FBH
Hasl] Evaluasl :
3. Barann dan Prasarana Kantor - . — v ool aespoaige s v s] ol v 18:400,086,17 | T <Y e
a. Pengadaan Gorden Pintu dan Kelengkapaniya 11.472.086,17 | PBI/silpa ADD
b. Pengadaan Kipas Angin 3.928.000,00 DLL
Hasll Evaluasl :

B |BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARL - oL St s 403.389.255,00 SR
1.Pelianan Tebing Sawah Jembatan Basi 60.000.000,00 DD
2.Lanjutan pembangunan [rigasi Banda Durian 50.000.000,00 DD
3.Lanjutan Pembangunan Irigasi Banda Languang 35.000.000,00 DD
4.Pembangunan Saluran Irigasi Banda Sikabu Bawal 40.000.000,00 DD
5.Lanjutan Pemmbangunan lrigasi Banda Lansano 42.389.255,00 DD

| 6. Saluran Irigasi Danda Pulau 35.000.000,00 DD
7.Rabat Beton Jalan APA 15.000.000,00 |/ DD
8.Lanjuan Pembangunan Jalan Aie Gadang 60.000.000,00 DD
U Pembangunan Rumah Tidak Layak Hini 50.000.000,00 bb
10.Vengadaan Ranopi TK aisyal) 15,000.000,00 | © DD
Hasl! Evaluasi :

C |BIDANGAN PEMBINAAN KEMSYARAKATAN NAGARI 13%.720.000,00
1. PHBN/PHIN 15.000,000,00 | nh
2. Pembinann TP-PIKK Nagari (Pelatihan Tara Hog) 25,000,000,00 Db
3. Majelis Taklim 5.000.000,00 B8}

'_I. Pelatihan Untuk Gura Mengaji 15.720,000,00 nn
5. Vakan lkan Lamnpan 15,000.000,00) DD
I 7. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dain Prasarana Olah Ragn 6000000000 DD
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Trasit Eyalunasl

| eesse—— A AAT SA S ar - —————— -

Bv RIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAOANI " - 13 'ﬁ.ﬁ o (”}» —— =t
[ RIDANG PENT b e S b el B ol S L Y AN [ ELEE 000,

= dskudes N it
1. Iy lathan 815k B = oanennn | )
2 )\|.‘|}l’||‘l Sinm i [ T e -

e — S — = | — YTV I
3 I‘_l"{"'i“,‘,_, 111 (¥9) (w1 1o L"”“". i
1, Inxrmﬂ_‘l'ﬁh!""'“ —k\’oru‘, o #—- o
 —

e ntif TPA/TTEA dan MDA

13) €CO o o)

o, Ins ptif Kader PPRDD dan Sab PPannD

& (nsentil ket Posvanudu

DS iewine 14

7 Ivmlenan Makanan Tambahan Bayvi dan Balita 1 F‘IT;’,Z,',"; i 10

P— e ————.
1200000 | non

: 3
0, Insentif Koder Siaga

4 500 000,00 | Db

10, Honomnun engelola Kewanpan Napani

20,400 000 00 | Do

10. kegitan Stanting

10, %) (xw) () non
R Lign Des
|11, Kegiatan 260 ‘“‘ 15 000 000,00 DD
13. Insentif instruktur Senam 4 €00 CO0.00 Dh
b - L
14. Insentif Bidan Desa 12.000 000,00 Db
15, kegiatan Satlinmas 20.000.000.00 |+ DD
17. Study Kooperatilf Wali Nagari 9_@_@0'(1) ADD
18. Study Kooperatif Bamus Nagari 9.000.000,00 ADD
Haslil Evaluasi :
E |BIDANG TAK TERDUGA - & - = 10.000.000,00 ‘
hegiatan Kejadian Luar Biasa 10.000.000,00 DD
PEMBIAYAAN

1. Sisa Leblh Perhltungan Aggaran [SILPA) 13.886.247,80

- ADD 505.657,17

- DD 11.852.255,00

- PBH 6,63

- DLL S _ __1528.329,00

SARAN

A [PERJELASAN

_PERUBAHAN API! NAGARL BISA DI SAHKAN

Pendapatan Alokasi Dana Desa

1. Bagi hasil Pajak Daerah

2. Bagi Hasil Retribusi Dacrah

3. Pengembalian PBB-P2

4. Alokasi Dana DesafNagari

5. Bantuan Bersifat Khusus

6. Pendapatan Lain-Lain Yang Salh

TOTAL ADD

B |Belanja ADD

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2. Operasional Perkantoran

3. Operasional Bamus

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana

5. Penvelenggaraan Perencanaan Nagari

7. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Nagan

8. Bidang Pemberdayann Masyarakat

9. Bidang Pembangunan Nagari

Hasil Evaluasi :

C [Pendapatan Dana Desa

D |Belanja Dana Desa

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagarl

- Bidang Pemherdayaan Masyarskat Nagari

- Bidang Tak terduga

Hasil Evaluasi ;

Sisa Anggaran
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